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<b>ABSTRAK</b><br>

Tesisini berfokus pada Nota K esepahaman antara Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan. Tujuan
penelitian ini adalah untuk memahami implementasi pengel olaan energi panas bumi. Tesisini menggunakan
tipe penelitian yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder atau data kepustakaan dan melakukan
analisis terhadap nota kesepahaman.

Hasil penelitian penulis temukan adalah bahwa pengelolaan panas bumi dalam implementasinya mengal ami
hambatan dari ketentuan perundang-undangan khususnya pasal 38 Undang-undang Kehutanan yang
menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan
kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
Konsekuensinya, pada kawasan hutan konservasi tidak boleh dilakukan pertambangan panas bumi. Selain
itu pada kawasan hutang lindung tidak boleh dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
Akibatnya, optimalisasi produks dan penggunaan energi panas bumi sebagai daya alam atau sumber energi
yang dapat diperbarui menjadi terhambat. Untuk mengatasi hambatan tersebut dilakukan beberapa upaya
yaitu perubahan peruntukan kawasan hutan dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan dilakukan
perubahan fungsi kawasan hutan baik atas sebagian atau atas seluruh kawasan hutan dalam satu atau
beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain. Nota K esepahaman merupakan upaya
strategis dalam mempercepat implementasi pengel olaan panas bumi hamun tetap menunggu perangkat
hukum yang pasti.

Penulis menyarankan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan revisi terhadap
Undang-undang Panas Bumi terkait dengan istilah kegiatan pertambangan atau penambangan supaya diubah
menjadi kegiatan usaha pemanfataan panas bumi dan tidak masuk kategori kegiatan pertambangan. Penulis
menyarankan supaya pemerintah diberi hak untuk melakukan penunjukan langsung tanpa prosedur lelang
bagi penambangan panas bumi skala kecil untuk memenuhi kebutuhan listrik daerah terpencil. Kepada
Kementerian ESDM disarankan agar terus mengoptimalkan pemanfaatan panas bumi dengan
mempersiapkan langkah-langkah dan instrumen-instrumen hukum yang bersifat teknis dengan tetap
memperhatikan prinsip-prinsip konservasi.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

The focus of this study isthe Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy and Mineral
Resources and the Ministry of Forestry. The purpose of this study is to understand the implementation of
management of geothermal energy. This thesis uses normative juridical type of research which use
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secondary or library data and also analyze the Memorandum of Understanding between the Ministry of
Energy and Mineral Resources and the Ministry of Forestry.

Astheresult, the author finds that the implementation of geothermal energy finds obstacles especially by
Article 38 of Law Number 41 Y ear 1999 regarding forestry, which only allow the usage of production forest
and protection forest for the sake of development which is not related to forestry activities.

Consequently, it is forbidden for mining activitiesin conservative forest. Besides, in the protection forest, it
is forbidden to conduct open geothermal mining. This regulation obstruct the production and consumption
geothermal energy as renewable energy. To overcome the obstacles in the implementation of the
management geothermal energy especially in conservation energy, the forrest areais changed to non forest
area and change the function. It also change the the function for the part or entire of the forrest areato
become the different function.

Besides, the Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy and Mineral Resources and the
Ministry of Forrestry is a strategic effort in accelerate the implementation of geothermal management, but
the effort should perceive the principles of natural resouces and keep on waiting for the definite rule
instruments.</i>



